WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARL
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KOTA BANJARBARU MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SE.JENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomeor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman Alih Fungsi Sangger Kegiatan Belajar
Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal perlu dilakukan
penyesuaian  terhadap ketentuan Yang mengatur
tentang Sanggar Kegiatan Belajar di Kota Banjarbaru
dengan menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru
tentang Alih Fungsi Pelaksana Teknis Sanggar
Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru menjadi Satuan
Pendidikan NonFormal Sejenis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [l
Banjarbaru  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
3822).

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
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3. Undang - Undang Nomaor 23 Tahun 2014 teritang

Pemerintnhan Dacrah (Lembarar Megarn Republik
Indonesin Tahun 2014 Noamor 294, Tambahon

Lembaran  Negara Repubilic Indonesin  Noemor
5387), sebagnlmann telah diubak bebernpakali
terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun
4015 tentang Perubahan Kedus atas Undang -
undang  Nomor 23 Tahun 20]4 tentang
Pemerintshan Duernh (Lembaran Negnran Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran  Negarn  Republik  Indenesin  Nomar
5OTO);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005
tentang Standar Nasionnl Pendidilkan {Lembaran
Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 4496) scbagaimana telah di  ubah
bebernpakali  terakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 13 Tshun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negnra Republik Indonesia Nomor S6TO);

Feraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5105)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolasn
Pendidikan aleh Pemerintah Daerah;
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B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditani Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang alik Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non
Formal Sejenis:

11. PERDIRJEN NOMOR 1453 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Teknis satuan Pendidikan Nonformal
Sanggar Kegiatan Belajar:

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentikan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daersh Kota
Banjarbaru Nomor 37);

13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun
2014 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan
Belajar Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbary;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KOTA BANJARBARU MENJADI SATUAN
FENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Banjarbara.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur
penyelenggara yang menjadi Dacrah yang '“""“m?';}
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menja

kewenangan daerah otonomi.
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6. Sanggar Kegiatan Belajar atay sebutan lainnya
sclanjutnya disebut SKB adalah wunijt pelaksana
teknis daerah Kota Banjar I

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut

UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada
Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru,

8. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya di sebut
Satuan PNF adalah Kelompok layanan Pendidikan
yang menyelenggarakan Program Pendidikan
nonformal.

9.Kepala Satuan PNF adalah Kepala Satuan PNF
Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru.

10. Program Pendidikan nonformal selanjutnya disebut
Program PNF adalah layanan pendidikan yang
diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan
anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan kealksaraan,
pendidikan keterampilan dan pelatihan kena,
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang
ditujukan untuk mengembangkan kemampuan
peserta didik,

11.Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya
disebut program PAUD adalah program pendidikan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia & {enam) tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membarnty
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memilild kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut,

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) SKB di alih fungsikan menjadi Satuan PNF sejenis.
(2} Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF sejenis
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulan
dengan ketentuan sebagai berilout :
digunakan ekiatur Satuen
lrgﬁxg::jﬁh mﬁmmeh Pemerintah
Kota Banjarbaru;
b. Tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF
Sejenis; dan
c. Kepala SKB dijabat oleh Fungsional Pamong
Belajar sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan.
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 3

(1) BKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF
sejenin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1} merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan
teknis  operasional Dinas Pendidikan = Kota
Banjarbaru.

(2) Batuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Satuan PNF vang beracda
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kota Banjarban.

Pasal 4

(1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF
scjenis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memiliki tugas meyelenggarakan Program PNF.

(2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Satuan PNF menyelenggarakan
fungsi:

A, pelayanan pendidikan nonformal;

b. pelaksanasan hubungan kerja sama dengan
orang tua peserta didik dan masyarakat; dan

¢. Pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih
fungsi dari SKB.

Pasal 5
(1) S8KB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF
sejenis berhak ;

a. memperoleh Nomor pokok Satuan Pendidikan
MNasional;

b. memperoleh akreditasi dari badan Akreditasi
Nasional;

c. memperolch pembinsan darl Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Pusat;

d. menyelenggarakan Ujian Nasional pendidilkan
Kesetaraan danfatau uji kompetensi peserta didik
Program PNF sesuai denganketentuan peraturan
perundang - undangan; dan

e. menerbitkan  jjazah  dan/atau  sertifikat
kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF
pendidikan nonformal sesuai Program PNF.
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BAB IV
SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 6

(1) Susunan organisasi SKB yang telah beralih fungsi
menjadi Satuan PNF sejenis terdiri atas :
a. Kepala SKB:
b. Kepala Subag Umum;
¢. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran, Pembinaan,
Pengabdian;
d. Kelompok Tenaga Fungsional (Pamong Belajar).

[2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menjalankan tugas memimpin dan mengelola SKB
yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF
aejenis.

(3} Urusan Tata Usaha sebebagaiman dimaksud pada
ayat (1) huraf b menjalankan tugas administrasi

um, peserta didik, kepegawaian, keuangan,
sarana dan prasarana, hubungan masyarakat,
persuratan dan pengarsipan.

{4) Wakil Kepala SKB yang telah beralih fungsi menjadi
Satuan PNF sejenis Sebagaimana dimalksud pada
ayat (1) huruf ¢ melakukan tugas disertai tanggung
jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi SKB yang telah beralih fungsi menjadi
Satuan PNF sejenis.

(5) Kelompok  jabatan  fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas Pamong
Belajar dan jabatan Fungsional lainnya,

(6) Bagan organisasi, SKB yang telah beralih fungsi
menjadi Satuan PNF adalah sebgaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

(1) Kepala Satuan PNF SKB adalah Jabatan fungsional
Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai
kepala Satuan PNF SKB.

(2) Urusan Tata Usaha menjalankan tugas administras;
sebagaiman dimaksud dalam pasal & ayat (3),
meliputi tugas dibidang administrasi perencanaan,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan,
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BAB V
TATA KERJA

Pansal B

Kepala Urusan Tata Usaha, dan ke

Fungsional  dalam menjailankan lmntl.f:nl: ey
menerapkan  prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam ingkungan kerja 1:nnuing-
masing maupun antar satuan organisasi lain diluar
SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF,

wajib

Pasal O

(1) Kepala Urusan Tata Usaha, dan kelompok Jabatan
Fungsional, wajib  mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasannya masing-

(2) Setiap laporannys yang diterima oleh Kepala Dinas
dan/atau Kepala dari bawahannya, wajib diclah dan
dipergunakan sebagai bahan untul memberikan

(3) Dalam melaksanakan tugasnnya Kepala Urusan

Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional
wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkals.

BAB VI
KETENTUAN LAIN- LAIN
Paaal 10

(3) Sarana dan prasaran dimililki UPTD SKB

giéxﬂhu.h menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF

BAB V1l
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
funest SED ywng boralih fangel miedisds Sutcies B
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2014
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas
Pendidikan Kota Banjarbaru | Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 13

Peraturan Walikota ini  berlaku da tan

diundangkan. 2 o
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota  ini dengan

penempatannya dalam  Berita Daerah Kota
Banjarbaru,

Diundangkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 15 iprT1 2007

SE ARIS DAERAH,

H. ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR
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